
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 
 

NOMOR 37 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007, dan ketentuan Pasal 22 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Tulang Bawang Barat, dalam hal Pemerintah Daerah 

belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan 
atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang 

bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan BAgi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat; 

 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor  28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negar 
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan 

Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  5 ,Tambahan Lembaran 

Negar Republik Indonesia Nomor 4355);; 

4. Undang-undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara( Lembaran Negar Republik indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negar 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik 
indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan 
Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor  50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di 
Provinsi Lampung (Lembaran Negar Republik 
indonesia Tahun 2008 Nomor 187,Tambahan 

Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4934); 

7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan 
(Lembaran Negar Republik indonesia Tahun 2011 

Nomor 82,Tambahan Lembaran Negar Republik 
Indonesia Nomor 5234 );  

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negar Republik 

indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan 
Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5601); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana Telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 21 
tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah   Nomor  79  Tahun  2005 

tentang Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan   
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia   Tahun   2005  Nomor  

169, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2010  
tentang  Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

 



19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

15/KPTS/M/2004 tentang Pelaksanaan Penghitungan 
Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah 

dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan 
Departemen Pekerjaan Umum; 

20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana 
Kerja 

Pemerintahan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah 

Sebagaiman Telah Diubah Beberapa Kali terakhir 
dengan Peraturaan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  
2007   tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara 

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 5). 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN 

PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN 

TULANG BAWANG BARAT 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 
2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat; 

3 Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat; 



4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat; 
5 Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Tulang Bawang Barat; 
6 Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 

anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan telah mengucapkan 

sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
7 Sekretaris DPRD adalah Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;  
8 Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada 

pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya mengacu pada hasil kajian 

perhitungan kenaikan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

BAB II 
 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 
 

Pasal 2 
 

Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD 

Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut: 
a. Ketua, sebesar Rp 11.900.000 (sebelas juta sembilan ratus ribu delapan 

rupiah) per bulan; 
b. Wakil Ketua, sebesar Rp 10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh  

ribu rupiah) per orang/per bulan; 

c. Anggota, sebesar Rp 7.930.000 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu 
rupiah) per orang/per bulan; 

 
Pasal 3 

 

(1) Tunjangan perumahan dimaksud pada Pasal 2, diberikan dalam bentuk 
uang dan dibayarkan setiap bulan yang masuk dalam gaji. 
 

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah dan tingkat inflasi daerah pada tahun 
berkenaan. 

 

(3) Dana untuk pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan 

anggota DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dianggarkan setiap tahun anggaran 

pada pos belanja DPRD. 
 

(4) Pengelolaan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh 
Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB III 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

 

(1) dalam hal Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah Jabatan 
Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 
tidak diberikan tunjangan perumahan. 

 



(2) Untuk pertama kalinya tunjangan perumahan berdasarkan Peraturan 

Bupati ini dibayarkan terhitung sejak bulan September Tahun 2016. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat. 

 
 
                                                           Ditetapkan di Panaragan 

                                                           pada tanggal, 4 Agustus 2016   
               

                                                           BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 
 

 dto. 
 
                                                            UMAR AHMAD 

 
Diundangkan di Panaragan  

pada tanggal, 4 Agustus 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 
 

 
      dto. 
 

HERWAN SAHRI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 

NOMOR 
Salinan sesuai dengan aslinya 
      Kepala Bagian Hukum,  

 

 

 

 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 

     NIP. 19770409 200212 1 008 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


